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Abstract. The amendment of the 1945 Constitution of Indonesia is a crucial legal and political mechanism within
the dynamics of constitutional law. An amendment is understood as an adjustment of constitutional norms to
remain relevant with changing times while preserving the state’s fundamental identity. Unlike a constitutional
replacement, which is comprehensive and signifies the birth of a new constitutional order, amendments are partial
and limited. Article 37 of the 1945 Constitution sets out strict procedures, including requirements for proposal,
quorum, and substantive limitations that cannot be altered, namely the form of the Unitary State of the Republic
of Indonesia. This mechanism prevents arbitrary changes and safeguards legal and political stability. The 1999—
2002 amendments demonstrate that the Constitution can be improved without disrupting national continuity.
Therefore, amendments are viewed as an evolutionary form of constitutional reform, while replacement signifies
radical change. This analysis highlights that the amendment procedure of the 1945 Constitution is designed to
balance the need for flexibility with constitutional stability in Indonesia.

Keywords: Amendment,; Constitution; Law, Politics, Stability; Statehood.

Abstrak. Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial
dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahami sebagai penyesuaian norma konstitusi agar
tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas dasar negara. Berbeda dengan
penggantian konstitusi yang bersifat menyeluruh dan menandai lahirnya sistem ketatanegaraan baru, amandemen
bersifat parsial dan terbatas. Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan yang ketat, mulai dari syarat
pengajuan, quorum kehadiran, hingga batasan substantif yang tidak boleh diubah, yaitu bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga
stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999-2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa
mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai bentuk constitutional
reform yang evolutif, sedangkan penggantian konstitusi identik dengan perubahan radikal. Analisis ini
menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan
fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.

Kata kunci: Amandemen; Hukum; Ketatanegaraan; Konstitusi; Politik; Stabilitas.

1. LATAR BELAKANG

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan penyelenggaraan
negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memegang
peranan sentral sebagai sumber hukum dan pedoman utama dalam mengatur organisasi
kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Namun,
seperti halnya konstitusi di berbagai negara lain, UUD 1945 bukanlah dokumen yang statis. la
harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terus
berkembang. Di sinilah pentingnya memahami dinamika perubahan konstitusi, khususnya
melalui mekanisme amandemen yang telah diatur secara ketat dalam hukum positif Indonesia.
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat bahwa UUD 1945 mengalami empat kali

amandemen pada periode 1999-2002, yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
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(MPR) sebagai lembaga konstituante. Amandemen tersebut melahirkan perubahan signifikan
dalam struktur ketatanegaraan, antara lain penguatan prinsip demokrasi, pembatasan masa
jabatan presiden, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), penegasan hak asasi
manusia, serta lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Perubahan ini
menunjukkan bahwa UUD 1945 mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa harus
diganti secara menyeluruh, sehingga menjaga kontinuitas identitas negara (Moonti, R. 1.,
Kantu, S., & Moonti, R. M, 2024).

Perubahan dalam bentuk amandemen berbeda secara mendasar dengan penggantian
konstitusi. Amandemen berarti memperbaiki atau menyesuaikan norma-norma tertentu dalam
konstitusi tanpa menghapus eksistensi konstitusi itu sendiri. Sebaliknya, penggantian konstitusi
adalah proses meninggalkan konstitusi lama dan membuat konstitusi baru yang sama sekali
berbeda. Indonesia pernah mengalami penggantian konstitusi, misalnya pada masa berlakunya
Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950 (Baderung, S. N., Polinggapo, S. R., 2025).

Namun, peristiwa tersebut menimbulkan perubahan fundamental dalam sistem
ketatanegaraan sehingga membawa implikasi politis yang besar. Oleh karena itu, pilihan
amandemen terhadap UUD 1945 pascareformasi lebih bijak dibandingkan penggantian
konstitusi, karena tetap menjaga kesinambungan hukum dasar negara. Prosedur perubahan
UUD 1945 telah diatur secara tegas dalam Pasal 37. Pasal ini menyebutkan bahwa usul
perubahan hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR, dibahas
dalam sidang dengan kehadiran minimal dua pertiga anggota, serta disetujui oleh sekurang-
kurangnya 50 persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR. Selain itu, ada batasan
substantif yang tidak boleh diubah, yaitu bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dengan adanya syarat ketat ini, perubahan konstitusi tidak bisa dilakukan secara sembarangan,
melainkan melalui mekanisme formal yang melibatkan konsensus politik luas (Amancik, A.,
Saifulloh, P. P. A, 2023).

Kehadiran prosedur dan batasan ini memiliki makna penting bagi stabilitas
ketatanegaraan. Tanpa adanya prosedur yang jelas, perubahan konstitusi rentan dijadikan alat
politik kelompok tertentu untuk melegitimasi kekuasaan atau kepentingan sesaat. Sebaliknya,
prosedur yang rigid mencegah terjadinya instabilitas akibat perubahan konstitusi yang terlalu
sering atau radikal. Di sisi lain, keberadaan klausul abadi mengenai NKRI juga memberikan
kepastian bahwa dasar konsensus bangsa tidak akan diganggu gugat, sekaligus menjadi jangkar
bagi stabilitas hukum dan politik. Meskipun demikian, dinamika perubahan UUD 1945 tidak
luput dari kritik. Sebagian pihak menilai bahwa prosedur yang terlalu ketat dapat menghambat

inovasi konstitusional yang sebenarnya dibutuhkan untuk merespons perkembangan zaman. Di
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sisi lain, ada pula kekhawatiran bahwa amandemen yang dilakukan tanpa kajian mendalam
dapat melemahkan sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, diskursus mengenai arti perubahan,
prosedur, dan batasan dalam amandemen UUD 1945 menjadi penting untuk dianalisis secara
kritis, baik dari perspektif historis maupun normatif.

Kajian mengenai dinamika perubahan UUD 1945 juga erat kaitannya dengan
prinsip constitutionalism dan rule of law. Prinsip constitutionalism menuntut agar konstitusi
dipahami sebagai kontrak sosial yang menjamin hak rakyat dan membatasi kekuasaan negara,
sedangkan rule of law menekankan pentingnya prosedur hukum yang sah dalam setiap
tindakan negara, termasuk perubahan konstitusi (Hadji, K., Anjani, A. B. R., Rizky, A. M.,
2024). Prosedur perubahan yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 harus dipahami bukan hanya
sebagai ketentuan formal, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap demokrasi dan
hak-hak rakyat. Selain itu, pengalaman amandemen 1999-2002 memberikan pelajaran
berharga bahwa perubahan konstitusi dapat memperkuat demokrasi bila dilakukan dengan
partisipasi luas dan orientasi pada kepentingan bangsa. Namun, ke depan, wacana mengenai
amandemen kelima UUD 1945 harus ditimbang secara hati-hati, terutama dalam konteks
menjaga keseimbangan antara kebutuhan perubahan dengan kepentingan stabilitas. Apalagi,
isu-isu seperti penguatan sistem presidensial, evaluasi lembaga negara baru, hingga
penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut perhatian serius
dalam diskursus konstitusional. Pendahuluan ini menegaskan bahwa dinamika perubahan UUD
1945 bukan sekadar soal teknis hukum, tetapi juga menyangkut dimensi politik, historis, dan
filosofis. Analisis mengenai arti perubahan, prosedur, dan batasan amandemen diperlukan
untuk memahami bagaimana konstitusi dapat berfungsi sebagai instrumen yang adaptif
sekaligus stabil. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan
ilmu hukum tata negara, khususnya dalam merumuskan prinsip-prinsip konstitusional yang
seimbang antara fleksibilitas dan stabilitas, serta relevan dengan tantangan ketatanegaraan

Indonesia masa kini dan masa depan (Noviya, A, 2025).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu
penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan, UUD 1945, serta putusan lembaga peradilan, dan bahan
hukum sekunder seperti doktrin para ahli serta literatur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait prosedur dan batasan perubahan UUD

1945. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute
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approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical

approach) guna memperoleh analisis komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Makna Perubahan Dalam Konteks Amandemen UUD 1945 Serta Bagaimana
Perbedaannya Dengan Penggantian Konstitusi

Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan suatu mekanisme hukum dan
politik yang krusial dalam perkembangan ketatanegaraan suatu negara. Di Indonesia,
amandemen UUD 1945 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi karena
menandai adanya penyesuaian konstitusi terhadap dinamika zaman, kebutuhan masyarakat,
dan tantangan global. Makna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 tidak dapat
dilepaskan dari pemahaman mendasar tentang sifat konstitusi sebagai hukum dasar yang
bersifat fundamental, mengatur organisasi negara, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban
warga negara, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 37 UUD 1945
mengatur secara eksplisit tentang mekanisme perubahan UUD. Dalam pasal tersebut
ditegaskan bahwa usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan untuk mengesahkan perubahan dibutuhkan persetujuan
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang. Dengan demikian,
perubahan konstitusi tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui
mekanisme yang ketat sebagai bentuk perlindungan terhadap stabilitas dasar negara. Hal ini
membedakan konsep "perubahan" dari "penggantian" konstitusi (Sinaga, P, 2022).

Makna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 lebih diarahkan pada
penyesuaian isi atau norma-norma tertentu tanpa mengubah identitas dasar konstitusi.
Misalnya, amandemen yang dilakukan pada periode 1999-2002 menghasilkan empat kali
perubahan UUD 1945, yang memperkuat prinsip demokrasi, membatasi kekuasaan presiden,
memperluas jaminan hak asasi manusia, serta mengatur mekanisme checks and balances antar-
lembaga negara. Perubahan ini tidak menghapuskan UUD 1945, tetapi memperbaikinya agar
lebih relevan dengan kebutuhan bangsa. Dengan demikian, amandemen dipahami sebagai
bentuk constitutional reform yang bersifat evolutif, menjaga kesinambungan historis, dan
menegaskan keberlangsungan identitas konstitusi Indonesia. Sementara itu, penggantian
konstitusi adalah tindakan mengganti seluruh konstitusi lama dengan konstitusi baru yang sama
sekali berbeda. Penggantian biasanya terjadi dalam konteks revolusi, perubahan rezim, atau
pembentukan negara baru. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, penggantian konstitusi

pernah terjadi ketika UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS tahun 1949, lalu dengan UUD
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Sementara tahun 1950. Dalam kedua kasus ini, UUD 1945 benar-benar ditinggalkan dan
diganti dengan dokumen hukum dasar yang baru, sehingga identitas dan sistem ketatanegaraan
pun mengalami perubahan fundamental (Suma, M. P. M., & Worang, 1. V, 2025).

Dasar hukum pembeda antara perubahan dan penggantian konstitusi terletak pada Pasal
37 UUD 1945 yang hanya mengatur tentang amandemen. UUD 1945 tidak memberikan
mekanisme hukum untuk penggantian konstitusi, karena penggantian dianggap sebagai extra-
constitutional act atau tindakan di luar mekanisme hukum konstitusi yang berlaku. Oleh karena
itu, penggantian konstitusi biasanya terjadi akibat krisis politik atau revolusi, bukan melalui
mekanisme legal formal. Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara, menegaskan
bahwa amandemen merupakan perubahan yang bersifat parsial dan terbatas, sedangkan
penggantian konstitusi adalah pergantian menyeluruh yang menandai lahirnya rezim baru.
Perbedaan mendasar antara amandemen dan penggantian konstitusi juga terlihat dari segi
legitimasi dan kontinuitas negara. Amandemen tetap menjaga legitimasi konstitusi yang lama
dan menegaskan bahwa negara masih berada dalam kerangka hukum yang sama, meskipun ada
penyesuaian isi. Sebaliknya, penggantian konstitusi menandakan diskontinuitas dan lahirnya
kerangka hukum baru yang biasanya berimplikasi pada perubahan struktur negara, sistem
pemerintahan, bahkan ideologi. Contohnya, peralihan dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS
mengubah Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federal, yang secara fundamental
menggeser sistem ketatanegaraan (Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Wijaya, 2025).

Dalam konteks UUD 1945, amandemen memiliki makna strategis bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara. Amandemen dapat dipandang sebagai upaya menjaga relevansi
konstitusi terhadap dinamika masyarakat, globalisasi, serta perkembangan hukum internasional
(Herlinanur, N., Pangestoeti, W., 2024). Dengan tetap menjaga roh dan identitas dasar
konstitusi, amandemen menjadi instrumen penting agar konstitusi tidak kehilangan daya guna.
Namun, penting pula dipahami bahwa meskipun amandemen merupakan bentuk perubahan
terbatas, tetap diperlukan prinsip kehati-hatian. Amandemen yang terlalu sering atau dilakukan
tanpa kajian mendalam dapat menimbulkan instabilitas hukum dan politik. Perbedaan dengan
penggantian konstitusi juga dapat dilihat dari aspek filosofis. Amandemen dilakukan dalam
kerangka mempertahankan dasar negara Pancasila dan bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini menjadi batasan
normatif bahwa perubahan tidak boleh menyentuh hal-hal fundamental, seperti bentuk negara,
ideologi Pancasila, dan prinsip kedaulatan rakyat. Sementara penggantian konstitusi berpotensi
mengabaikan batasan-batasan tersebut, sehingga membuka ruang perubahan radikal yang bisa

mengancam konsensus dasar berbangsa (Deny, M., Suningrat, N., Muktar, 2025).
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Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya dalam menguji undang-
undang terhadap UUD 1945 memperkuat makna amandemen sebagai bentuk penyesuaian
normatif, bukan penggantian. Mahkamah Konstitusi menempatkan UUD 1945 sebagai sumber
hukum tertinggi yang harus ditaati, sehingga perubahan terhadapnya pun hanya bisa dilakukan
melalui mekanisme konstitusional yang sah. Pandangan ini menunjukkan bahwa perubahan
melalui amandemen memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan
penggantian konstitusi yang cenderung bersifat politis. Makna perubahan dalam konteks
amandemen UUD 1945 dapat disimpulkan sebagai mekanisme penyesuaian konstitusi
terhadap kebutuhan zaman tanpa menghilangkan identitas dasar negara. Amandemen
merupakan wujud dinamisasi konstitusi dalam menjaga relevansi dan keberlangsungan sistem
ketatanegaraan, sedangkan penggantian konstitusi adalah tindakan yang bersifat revolusioner
dan mendasar, mengganti seluruh tatanan hukum yang lama dengan yang baru. Perbedaan ini
menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara fleksibilitas konstitusi untuk berubah
dengan kebutuhan menjaga stabilitas hukum dan politik (Kusuma, F. A., Apriliani, D., Tania,

R., 2024).

Prosedur Perubahan UUD 1945 Diatur Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Sejauh
Mana Batasan Tersebut Dapat Menjaga Stabilitas Ketatanegaraan

Prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu pilar
fundamental dalam hukum tata negara Indonesia. Sebagai hukum dasar tertinggi, UUD 1945
memiliki mekanisme khusus yang dirancang untuk menjaga stabilitas ketatanegaraan.
Mekanisme ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 37 UUD 1945, yang memberikan prosedur
rinci mengenai siapa yang berwenang mengusulkan perubahan, syarat pengajuan, mekanisme
pengambilan keputusan, serta batasan yang tidak boleh dilanggar. Tujuannya adalah agar
perubahan konstitusi tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap dalam kerangka
menjaga identitas serta kelangsungan negara. Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa
usul perubahan UUD hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketentuan ini memberikan batasan
kuantitatif yang signifikan, karena tidak semua anggota MPR bisa dengan mudah mengajukan
perubahan, melainkan harus ada dukungan politik yang cukup besar. Hal ini menjadi bentuk
filter awal agar hanya perubahan yang benar-benar penting dan mendesak yang dapat masuk
dalam agenda pembahasan (Saputra, 1. E., Razak, F., Rahman, A., 2024).

Selanjutnya, Pasal 37 ayat (2) menentukan bahwa setiap usul perubahan pasal-pasal

UUD diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan yang jelas. Ketentuan ini menegaskan
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prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena perubahan konstitusi tidak boleh dilakukan tanpa
dasar pemikiran yang matang. Dengan adanya kewajiban tertulis dan alasan yang jelas,
masyarakat dan lembaga negara dapat mengawasi proses perubahan agar tidak keluar dari
tujuan bernegara. Pasal 37 ayat (3) menegaskan bahwa untuk mengubah UUD, sidang MPR
harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota. Selain itu, keputusan
perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu dari seluruh
anggota MPR. Ketentuan quorum yang tinggi ini dimaksudkan untuk menjamin legitimasi
perubahan konstitusi, sehingga setiap amandemen benar-benar mencerminkan konsensus
nasional, bukan hanya kehendak politik kelompok mayoritas.

Pasal 37 ayat (4) menambahkan klausul batasan substantif, yaitu khusus mengenai
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dilakukan perubahan. Batasan
ini merupakan "eternal clause" atau klausul abadi yang dimaksudkan untuk menjaga integritas
negara. Artinya, meskipun konstitusi bisa berubah sesuai kebutuhan zaman, NKRI tetap
menjadi fondasi yang tidak boleh diganggu gugat. Hal ini juga selaras dengan Pembukaan
UUD 1945 yang menegaskan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga amandemen tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai fundamental tersebut. Dari sisi hukum positif Indonesia,
pengaturan ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara fleksibilitas dan rigiditas
konstitusi. Konstitusi harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan
zaman, tetapi juga harus cukup rigid agar tidak mudah diubah oleh kepentingan politik sesaat.
Fleksibilitas diberikan melalui prosedur perubahan yang sah menurut Pasal 37, sementara
rigiditas ditunjukkan melalui syarat dukungan politik yang tinggi dan batasan substansial yang
melindungi NKRI dan Pancasila (Repansah, M, 2024).

Dalam praktiknya, prosedur perubahan UUD 1945 telah dijalankan pada periode 1999—
2002, di mana MPR melakukan empat kali amandemen. Proses ini berjalan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan, melibatkan partisipasi luas, dan menghasilkan perubahan
fundamental dalam sistem ketatanegaraan, seperti penguatan lembaga perwakilan, pembatasan
kekuasaan presiden, dan pengakuan lebih luas terhadap hak asasi manusia. Hal ini
menunjukkan bahwa prosedur yang dirancang oleh UUD 1945 efektif dalam mengakomodasi
kebutuhan perubahan tanpa mengorbankan stabilitas politik dan hukum. Batasan dalam
prosedur perubahan UUD 1945 juga berfungsi sebagai alat menjaga stabilitas ketatanegaraan.
Pertama, adanya syarat dukungan politik yang tinggi memastikan bahwa amandemen bukanlah
hasil kesepakatan kelompok kecil, melainkan cerminan aspirasi bangsa secara keseluruhan.
Kedua, kewajiban tertulis dengan alasan jelas mencegah perubahan yang bersifat emosional

atau reaktif. Ketiga, klausul abadi mengenai NKRI dan Pancasila menjadi benteng terakhir agar
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perubahan tidak mengarah pada perpecahan bangsa atau pengingkaran terhadap konsensus
dasar bernegara (Sukma, M. K., Sativa, A., Nugraha, 1., 2023).

Dari perspektif hukum tata negara, prosedur perubahan UUD 1945 mencerminkan
prinsip rule of law dan constitutionalism. Negara hukum menuntut agar segala tindakan,
termasuk perubahan konstitusi, dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu,
konstitusionalisme menekankan bahwa konstitusi tidak boleh diubah seenaknya, karena ia
merupakan kontrak sosial antara negara dan rakyat. Prosedur yang ketat adalah bentuk
pengakuan terhadap pentingnya menjaga stabilitas ketatanegaraan. Namun, batasan-batasan
tersebut juga tidak boleh dianggap sebagai penghalang untuk melakukan perubahan yang
diperlukan. Sebaliknya, batasan tersebut harus dipahami sebagai jaminan agar setiap perubahan
konstitusi benar-benar memperkuat sistem ketatanegaraan, bukan melemahkannya. Misalnya,
penguatan lembaga peradilan konstitusi dan jaminan hak asasi manusia yang lahir dari
amandemen 1999-2002 adalah bukti bahwa perubahan bisa dilakukan tanpa mengorbankan
stabilitas ( Fodhi, A. S., Lestari, E., Nuramalina, T. F., 2024).

Dalam konteks hukum positif, selain Pasal 37 UUD 1945, ketentuan prosedur
perubahan juga diperkuat melalui tata tertib MPR yang mengatur teknis pengajuan,
pembahasan, hingga pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya elaborasi lebih
lanjut untuk memastikan prosedur berjalan sesuai prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Selain
itu, pandangan para ahli seperti Sr1 Soemantri dan Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa
perubahan UUD harus berorientasi pada kepentingan bangsa yang lebih luas, bukan
kepentingan sesaat. Prosedur perubahan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam hukum positif
Indonesia tidak hanya mengatur mekanisme formal, tetapi juga memberikan batasan substantif
untuk menjaga stabilitas ketatanegaraan. Batasan ini meliputi syarat kuorum, dukungan politik
yang luas, kewajiban alasan tertulis, serta larangan mengubah NKRI dan Pancasila. Semua
ketentuan tersebut dirancang agar konstitusi tetap relevan dengan perkembangan zaman,
namun tetap stabil sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara (Utami, 1., & Sugianto,

Bm, 2025).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Makna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 adalah mekanisme
penyesuaian norma konstitusi yang bersifat parsial dan terbatas tanpa menghilangkan identitas
dasar negara, berbeda dengan penggantian konstitusi yang berarti lahirnya dokumen hukum
baru beserta sistem ketatanegaraan yang berbeda secara fundamental. Pasal 37 UUD 1945

menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait

57 AMANDEMEN - VOLUME 2, NOMOR 4, OKTOBER 2025



e-ISSN: 3032-5854; p-ISSN: 3032-5862, Hal. 50-60

pengusulan, quorum, serta batasan substantif yang melindungi NKRI sebagai bentuk negara
yang tidak dapat diubah. Prosedur ini membuktikan keseimbangan antara fleksibilitas
konstitusi dalam merespons perkembangan zaman dan rigiditasnya untuk menjaga stabilitas
ketatanegaraan. Amandemen 1999-2002 menjadi bukti nyata bahwa perubahan konstitusi
dapat memperkuat demokrasi, membatasi kekuasaan, serta mengakomodasi hak-hak rakyat
tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen merupakan wujud
reformasi konstitusional yang evolutif, sedangkan penggantian konstitusi bersifat revolusioner
dan membawa risiko diskontinuitas hukum maupun politik.

Pertama, proses amandemen UUD 1945 perlu tetap dijalankan dengan prinsip kehati-
hatian, transparansi, serta partisipasi publik yang luas agar perubahan benar-benar berorientasi
pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan politik sesaat. Kedua, MPR sebagai lembaga
yang berwenang harus memastikan bahwa setiap usulan perubahan didasarkan pada kajian
akademis yang matang dan kebutuhan riil bangsa. Ketiga, diperlukan penguatan mekanisme
pengawasan dari masyarakat sipil, akademisi, serta lembaga negara agar proses amandemen
berjalan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme dan rule of law. Keempat, wacana
amandemen ke depan hendaknya fokus pada penyempurnaan sistem ketatanegaraan, penguatan
demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia tanpa menyentuh klausul abadi mengenai

NKRI dan Pancasila, sehingga stabilitas hukum dan politik Indonesia tetap terjaga.
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